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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 3 5o TAHUN 2ot2

PEMTURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTAM
N0M0R: 50 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

MNTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a.

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif,
perlu menyempurnakan dan melakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Buton Utara;

bahwa dalam struktur organisasi Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu

ditinjau dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Buton Utara.

b,
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NEara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor aSag;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a43B);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4690);
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8.

9.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5234)',

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3373);

10, Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 1M) ;
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11, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5094);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara
Tahun 2008 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 11).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH MBUPATEN BUTON UTARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BUTON UTAM,

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Buton Utara diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab V Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;

d. SeksiKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

e, Seksi Pengembangan Kapasitas;

f. Seksi Sarapa dan Prasarana;

g. Seksi Perlindungan Masyarakal;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara yang tidak bertentangan dengan
Feraturan Daerah inidinyatakan tetap berlaku.
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Pasal 3

hmturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

tlaerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Utara.

Ditetapkandi Buranga
pada tanggal 23 l,tei 2012

BUPAT]BUTON UTAM,

Capfftd

H, MUH. RIDWAN ZAI(ARIAH
Diundangkan diBuranga
pada tanggal 31 Mei 2012
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STRUKTURORGANISASI LAMPIR/AN: PEMTUMN DAEMH KABUPANEN

6RGANISASI DAN TATAKERJA BUTON UTARA

tGpTOR SATUAN pOLtSt pAyONG NOMOR : 50 TAHUN 2012
pRAJA MBUpATEN Bir,TqN UTARA TANGGAL : 23 M E I 2012

KEPAI.A

KELOMPOK'ABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI

PENECARAN
PER.UU-AN

DAERAH

5EK'I

KETERNBAN
UMUM DAN

KETENTRAI,lAN
MASVARAKAT

SEKSI

PENGEMBANGAN
I(APASITAS

5EK9]

SARANA
DAN

PRASARANA

5EK5I

PERLINDUNCAN
MASYARARAT

UNIT PEIAKSANA
SATPOL PP

KECAMATAN

BUPATI BUTON UTARA,

cqPffta

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAEMH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR: 50 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMTURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTAM NOMOR 6
TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN BUTON UTARA

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan
masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka
kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan
suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu
kehidupannya. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daenah untuk
menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga
penyelengganaan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di
samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan
kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan
Satpol PP yang mampu mendukung tenrvujudnya kondisi daerah yang tenteram,
tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpl PP tidak hanya
mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi
juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta
risiko keselamatan polisi pamong praja.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan
organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP
ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah, maka
perlu kiranya dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap struktur organisasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II" PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas,

Peraturan Daerah tentang Perubahan Satpot-PP Tahun 2012 ... ... ... .... 8
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